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KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
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TENTANG

PENETAPAN PENINGKATAN STATUS PELAYANAN PUSKESMAS BARUNG-
BARUNG BELANTAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Menimbang

Mengingat

d.

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka untuk mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat yang optimal dengan lebih
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui
penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan perorangan
dan upaya kesehatan masyarakat dan untuk menuju
Sustainable Development Goals (SDG’s) Tahun 2020,
perlu meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan
kesehatan melalui Puskesmas di Kabupaten Pesisir
Selatan;

bahwa dengan telah selesainya Pembangunan Gedung
Rawatan Puskesmas Barung-Barung Belantai
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
dan untuk peningkatan status pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, perlu ditetapkan peningkatan
status Pusksmas Barung-Barung Belantai Kecamatan
Koto XI Tarusan menjadi Puskesmas Rawatan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan
Peningkatan Status Pelayanan Puskesmas Barung-
Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 73, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
G03/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis
Jaminan Persalinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEIGA

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2019;

14. Peraturan Bupatu Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Penetapan Peningkatan Status Pelayanan Puskesmas
Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen pelaksanaan

Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2019.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2° Oktober 2019

BUPATI PE R SELATAN,

HEN ONI
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